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Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Tambahan Lembaran Negara

BU .
PRO\I;IANTI PESISIR SELATAN
SI SUMATERA BARAT

Krep
UTUSAN BUPATI PESISIR ARLATAN
59 /Kpta/BRPT-PAJ/2017
TENTANG

KAPEMBENTUKAN TIM TEKNIS PERIZINAN
BUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2017

NOMOR : s70.3/

BUPATI PESISIR SELATAN,
usaha menengah

bahwa kegiatan usaha baik usaha kecil,
maupun usaha berskala besar dalam bentuk kegiatan
penanaman modal, harus memiliki legalitas usaha (izin usaha)
sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan ;

=

ba!?\\ra dala‘m rangka pemprosesan Izin Usaha, perlu dilakukan
kajian teknis sebagai dasar dan pertimbangan untuk pemberian

izin/rekomendasi izin yang di persyaratkan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, dan huruf b, perlu menctapkan dengan Keputusan

Bupatj Pesisir Selatan tentang pembentukan Tim Teknis
Perizinan Kabupaten Pesisir Selatan;

R O
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan X
Daerah Otonom Kabupaten Dalam lingkungan Daerah Propinsi

1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun
1957, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor
Lembaran Negara
108, Tambahan

77, Undang-Undang Nomor S8 Tahun 1958 (
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian -
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, o
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 327 AN
omor 41Tahun 1999 tentang Kehutanan
blik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167,

Undang-Undang N
( Lembaran Negara Repu
Republik Indonesia Nomor 3888 ),
engan Undang-Undang Nomor 19
etapan Peraturan Pemerintah

tentang Pen
1 Tahun 2004 tentang

Tahun 2004
dang-Undang Nomor
Undang Nomor 41 Tahun 1999
Undang( Lembaran Negara

Pengganti Un
Perubahan Atas Unda.ng-. y
tentang Kehutanan Menjadi Undang-
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan
publik Indonesia Nomor 4412);
7 tentang Penanaman

Lembaran Negara Re
25 Tahun 200
e ndonesia Tahun 2007

Undang-U ;
Modal ( Lembaran Negara Republik [

sebagaimana telah dirubah d
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2014 Nomor 292. Tambahan Lembaran Negara Republik

No
Mor 67

No
Mo ar
i r4q75 nhnhnn Lemt
anp. 1Daran
T‘:.‘rb g I'rndﬂni{ N NeRara R PUublik Indon
No = “Mor 44 -
mMor 1, “CMbar Tahun
(¢
Omoy 4 00 Tambanhay, CEA8 Republik jag c0208 Perseroan
T 475¢ *Ahan Lembay Publik Indonesia T ahun 2007
Are - -
le‘muz Und ‘N Negara Republik Indonesia
‘N"”.\uq,j dang Nomor 8 T
2000 7 ‘"f"'ﬂll{ Lemb . ahun 2009 tentang Pajalk dan
Jﬂd-\ N”fhnr 130 T Aran Negara Republik Indonesis Tahun
L Onesign N““““ ,_‘("‘;.']”f"l“lh-’in Lembaran Negara Republik
| 4 . "
‘Ndang.y i
S-Unday ar
18 Nomor a2 F'ahun 2009 tentang Perlindungan
Hidup ( Lembaran Negara
Tambahan

dan
baran Neg ~_‘R [nl.‘nln 2009 Nomor 14{).
U gara Republik Indonesia Nomor 5059 )i
D::Iﬂng—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Acrah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor_ S587 ), sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679 );
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, tentang lzin
Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 5
Nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5285 ); ﬂ
Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Y- v
Bidang Usaha yang tertutup dan Bidang Usaha yang te_rbuka "_'E
dengan persyaratan di bidang Penanaman Modal, sebagaimana "f-;::,‘;
telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 36 g
Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang tertutup dan ¢ )5
Bidang Usaha yang terbuka dengan persyaratan di Bidang )

Penanaman Modal ; .
Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tim Nasional

Peningkatan Ekspor dan peningkatan Ipvestam , sebagaimana
telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun

2010,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 te‘ntang

Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kep.a%a Badax}' Pertanahan

Nasional Nomor 2 Tahun 1999, tentang izin Lokasi;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
41 [M-

Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

Keputusan Menteri Perindustrian . ?ac::r:ro; ielins

IND/Per/6/2008 tentang Ketentuan dan Ta e
luasan dan Tanda Daftar )

Izin Usaha Industri, Izin Per
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201
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rbitan Izin Lokasi, Penetapan 1zin

Perubahan Penggunaan Tanah;

18, ?Cl‘aturan Kepala Badan Koordin pe
ahun 2011 tentang tata cara P¢ aksanafig;dﬂﬂg
Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu pintu di '
Modal ; 5 Modal Nomor 2

19. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaﬂ:;ra pengendalia?

Tahun 2012 tentang pcdoma!ll 7

Pelaksanaan Penanamarn Modal ; odal NomoOT

] an Moda s
dinasi Pc”at;;mcara [zin prinsip

20. Peraturan Kepala Badan Koor S
14 Tahun 2015 tentang pedoman

Penanaman Modal ; an Modal Nomor

perizinan dan

mor 1 Tahun

21. Peraturan Kepald Badan
15 Tahun 2015 tentang Pe
Non Perizinan Penanaman Mod o Bt
isir Sela e
22. Peraturan Dacrahmf;iz?px:;i HP;:“ = Kabupaten Pesisir

2012 tentang Re

Selatan;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pe

2016 Tentang Pembentukan dan S
Daerah Kabupaten Pesi .
Anggaran Pendapatan Belanja

2016 tentang
Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
29 Tahun 2015 tentang
ang Pelayanan

25. Peraturan Bupati Pesis
Pemerintah Daerah Bid
Kepada Badan

Pendelegasian urusan
Modal, Perizinan dan Non Perizinan
layanan Perizinan Terpadu Kabupaten

Nt anarm
Koord1 > ata Cara

usunan Perangkat Dacrai »

sir Selatan Nomor
Daerah Kabupaten

24, Peraturan

Penanaman
Penanamarn Modal dan Pe

Pesisir Selatan;

26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun 2016 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2017;
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1 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Anggota
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Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan

Kabupaten Pesisir Selatan
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